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A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan ekoselmaigai bagian
dari pembangunan nasional dapat menciptakan danadilean masyarakat
Indonesia menuju kearah masyarakat adil dan makenglasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskanbaegunan yang
berkesinambungan para pelaku pembangunan baik peamer maupun
masyarakat, perorangan maupun badan hukum memertide@a besar. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menipgkakebutuhan terhadap
pendanaan dimana sebagian besar dana yang digd@mtuntuk memenuhi

kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan eelitan.

Dalam salah satu kebijakan pemerintah yang tegtatam UU No. 25
tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasionafjaman pengolahan
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil glem memanfaatkan potensi
modal sebagai salah satu unsur pembangunan mak& umémperlancar
pengerahan dana, memperluas pemberian kredit kepadgarakat hendaknya
diusahakan agar dana-dana yang disalurkan lew&tlznk tidak hanya berasal
dari bank sentral dan APBN saja melainkan juga mepydana yang berasal dari
masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu perlayadgenyaluran dana yang

ada dalam masyarakat ke arah yang lebih produktif.



Mengingat pentingnya kedudukan dana perkrediteselbeit maka dalam
proses pembangunan sudah semestinya jika pembempelzerima kredit serta
pihak lain yang terkait mendapat perlindungan nuekatu lembaga hak jaminan
yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum sagiua pihak yang

berkepentingan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yaegatii kepercayaan.
Seseorang atau badan usaha yang memberikan Kkesfilitgr) percaya bahwa
penerima kredit (debitur) dimasa mendatang sanggemenuhi segala sesuatu

yang telah diperjanjikan yaitu dapat berupa baraagg atau jasa

Sedangkan menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 td998 tentang
Perbankan, yang dimaksud kredit adalBenyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persatujatau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yamgwajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangk&tuwdertentu dengan

pemberian bunga”

Dalam memberikan kredit pihak bank akan menetapgarsyaratan
tertentu serta menerapkan prinsip kehati-hatianl iHia sesuai dengan apa
tercantum dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 1998, dikebh bahwa Dalam
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan pgrisyariah bank umum

wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yaegdalam atas itikad dan

' Thomas Suyanto cs, Dasar-Dasar Perkreditan,PT.Gramedia Pustaka,Jakarta,1993,hal:12.



kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur urélknasi hutangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengandyaerjanjikari.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa katdit pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bankgaetung resiko sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikanasaasperkreditan atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sémdtik mengurangi resiko
tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiay&adalsarkan prinsip syariah
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggugesabah debitur untuk
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dipetfamjimerupakan faktor
penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuknperoleh keyakinan tersebut

sebelum memberikan kredit bank harus melakukarigianiyang terhadap

1. Watak (Character) yaitu kepribadian, moral dan jkegn pemohon kredit
apakah dia dapat memenuhi kewajibannya denganyaaig timbul dari
perjanjian kredit yang diadakan.

2. Kemampuan (Capacity) yaitu kemampuan mengendalikaemimpin,
mengurusi bidang usahanya, kesungguhan dan melérapektif masa
depan sehingga usaha pemohon berjalan dengan aaikmeémberikan
untung (Rendable).

3. Modal (Capital) yaitu pemohon disyaratkan wajib nig&mmodal sendiri
dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahara gmeningkatkan

usahanya.

2 Mariam Darus Badrulzaman,Perjanjian Kredit Bank,Alumni Bandung,1993 hal:35.



4. Jaminan (Collateral) yaitu kekayaan yang dapatatlisebagai jaminan
guna kepastian pelunasan hutangnya dibelakangdidat penerima kredit
tidak mau melunasi hutangnya.

5. Kondisi ekonomi (Condition of Economic) yaitu sitigpada waktu dan
jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikaleho bank kepada
pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkemohon
mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan ergrnpakan kredit

tersebut.

Dari sudut pandang yuridis kriteria terpenting dmma syarat-syarat
tersebut adalah adanya jaminan/collateral/agunargnka jaminan inilah yang
secara langsung dapat dipergunakan oleh bank mménkperoleh pelunasan atas

kredit yang telah disalurkannya.

Adanya pemberian kredit didasarkan pada persetugti@m kesepakatan
pinjam meminjam uang antara bank sebagai kredéagan nasabah peminjam
dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentuattan melunasi hutangnya
tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan atau peambdwasil keuntungan.
Menurut R.Subekti bahwa perjanjian kredit pada ketkiya adalah perjanjian
pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Pard3¢liau berpendapat :

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diedg dalam semuanya itu



pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjamjigpinjam-meminjam

sebagaimana diatur dalam pasal 1754 s/d1769 KUHIREt >

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan sigba saja yang
memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian dite Setelah perjanjian
tersebut disepakati maka lahirlah kewajiban pada kheditur yaitu untuk
menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada detdéngan hak untuk menerima
kembali uang itu dari debitur pada waktunya disedangan bunga yang

disepakati oleh para pihak pada saat perjanjiarbpean kredit tersebut disetujui.

Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balikngde hak dan
kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak mengpadhasalah dalam arti kedua
belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya isedeagan yang
diperjanjikan maka permasalahan tidak akan murBidsanya persoalan baru
timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pingmpada saat yang ditentukan
atau dalam hal ini disebutan prestadi Kondisi demikian menyebabkan kreditur
merasa tidak aman untuk memastikan pengembaliargnyan Untuk itu
diperlukan adanya suatu jaminan bagi pelunasamgutsebut sehingga semua
kebendaan yang menjadi milik seseorang baik yadglsada maupun yang akan

ada di kemudian hari akan menjadi jaminan bagkp&nnya

Menurut jenisnya jaminan terbagi atas dua golongaitu jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorafBmgtocht/Personal

*R.Su bekti,Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,PT Citra Aditya
Bakti,Bandung,1991.

* Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani,Jaminan Fidusia,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2000.

> Lihat pasal 1131 KUH Perdata



Guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan kagasggang diberikan oleh
seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan Keavakewajiban debitur
kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutam ywrestasi/cedera janiji.
Jaminan ini pada dasarnya adalah penanggunganghyaaig diatur dalam pasal
1820 s/d 1850 KUH Perdata. Sedangkan jaminan kelaend(Zakelijke

Rekerheid/Security Right in Rem) adalah jaminaruparharta kekayaan baik
benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengampemisahan bagian dari
harta kekayaan baik debitur maupun pihak ketigaagomenjamin pemenuhan

kewajiban debitur apabila yang bersangkutan wastase

Jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaaanalihak mutlak
atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langdasgsuatu benda dan
dapat dipertahankan kepada setiap orang. Maka jaifi@nan kebendaan juga

termasuk kedalam sifat-sifat dari hak kebendaan yaeliputf :

1. Bersifat absolute, dapat dipertahankan kepada s&jpa

2. Droit de Suit, selalu mengikuti bendanya, diman& bersebut terus
mengikuti bendanya dimanapun juga barang tersedradh, hak itu terus
mengikuti orang yang mempunyainya.

3. Asas prioriteit (Droit de Preference) bahwa yangaté lebih dulu
didahulukan dalam pemenuhannya, maka yang terjadi tthgkatannya

lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.

® Hasan Juahendah,Lembaga Jaminan Keberadaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat
Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal,Citra Aditya
Bakti,Bandung,1996,hal: 62-63.



4. Asas Publisitas, bahwa pendaftaran benda merupdkakti dari
kepemilikan.

5. Dapat dipindahtangankan atau dialihkan secara penuh

Menurut transaksi pemberian jaminan yang diberidah debitur kepada

pihak yang berpiutang (kreditur), jaminan dibedaéttas dua sifat

1. Jaminan yang bersifat konkuren ialah jaminan yahgrikan oleh debitur
kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tis@knpunyai hak saling
mendahului dalam pelunasan hutang antara kredang \satu dengan
kreditur yang lain.

2. Jaminan yang bersifat preferen ialah jaminan yahgrikan oleh debitur
kepada satu kreditur dimana kreditur tersebut dber hak untuk

didahulukan dalam pelunasan hutang terhadap krdditunya.

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalamanh Pertama
adalah jaminan dalam bentuk gadai. Gadai merupgaman dalam bentuk
kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukagadecara penyerahan
kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut &mddekuasaan kreditur.
Kedua adalah jaminan fidusia yaitu pengalihan heggeknilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bendahgdngepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik bendaigkeddalah jaminan yang
berupa hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dikelmakepada hak atas tanah

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yangupekan kesatuan dengan

7 Purwahid Patrik dan Khasadi,Hukum Jaminan,Fakultas Hukum UNDIP,1996,hal:70.



tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang bmeekan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kredreditur lain.

Bentuk jaminan kebendaan yang berupa hak tangguagan dibahas
lebih lanjut terkait dengan judul skripsi yang dikgn oleh penulis. Hak
tanggungan merupakan lembaga jaminan dengan taebhga obyeknya
sehingga menjadi bagian dari hukum jaminan padanumya yang diatur dalam
buku Il KUH Perdata. Selanjutnya hak tangggungatudi melalui UU No. 4
tahun 1996 tentang hak tangggungan atas tanahtdesenda-benda yang
berkaitan dengan tanah yang merupakan amanat dsai p1 UU No. tahun
1960/ UUPA. Sebelum diatur dengan UU tersebut maiarlakukan ketentuan
hipotik sebagaimana dimaksud dalam buku Il KUH Btxddan ketentuan
credietverband dalam staatsblad 1908-542 sebagairtelah diubah dengan
staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai hal-hg@ palum ada ketentuannya

dalam UUPA.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 4 tahun 1996/Undang-tmndiiak
Tanggungan (UUHT) yang dimaksud dengan hak tanggumdas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selaajalisgbut hak tanggungan
adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanalaga&imana diatur
dalam dalam UUPA berikut atau tidak berikut bendaatha lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasaraniguttertentu yang
memberikan kedudukan diutamakan kepada kredituenar terhadap kreditur
lain”. Hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminantatas memiliki ciri-ciri :

Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahukrhadap



pemegangnya (Droit de Preference), selalu mengidoyiek yang dijaminkan
dalam tangan siapapun obyek itu berada (Droite die)S memenuhi asas
spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikak ketiga dan memberikan
kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepgamin mudah dan pasti

pelaksanaan eksekusinya.

Adapun yang menjadi obyek hak tanggungan melipttak Milik, Hak
Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak iPatlkas tanah negara
yang menurut ketentuannya wajib didaftar dan syt dapat
dipindahtangankan, rumah susun dan hak milik asésas rumah susun yang

didirikan di atas tanah hak pakai atas tanah negara

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah obgeggungan harus
memenuhi persyaratan: dapat dinilai dengan uangnkahutang yang dijamin
berupa uang, mempunyai sifat dapat dipindahtangakkaena apabila debitur
cidera janji benda-benda yang djadikan jaminan akpral, termasuk hak yang
didaftar menurut peraturan pendaftaran tanah yaegaku, memerlukan

penunjukan khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikukuntnengetahui
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan haggiangan dalam praktek,
bagaimana mekanismenya serta hambatan apa sajadyetapi. Untuk itulah
dipilih judul srkipsi :“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak

Tanggungan Di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Sakarta”.
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B. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah yang tekdmpgaikan maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit dengamgmhak tanggungan

dilaksanakan?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dakmbgrian kredit

dengan jaminan hak tanggungan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian kreglitigdn jaminan hak

tanggungan.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang aghathlam pemberian

kredit dengan jaminan hak tanggungan.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan mengembankgarampuan

penulis dalam bidang hukum jaminan.

b. Untuk mendapatkan solusi terhadap masyardkafi kemudahan

mendapatkan pemberian kredit melalui hak tanggungan
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c. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rdiblkan sehingga dapat

dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikatn
D. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi yang dilakukan penuhgtode penelitian

yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalamliganeini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara atau phasgang digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan menelitidddtaprimer yang ada di

lapangafl
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisa adalah penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untmlemberikan data yang
seteliti mungkin, memberikan gambaran secara sattenfaktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubunganaran fenomena yang

diselidiki®
3. Sumber Data

a. Data Primer, merupakan data yang diperolehr@&daagsung dari obyek

penelitian.

8 Ranny Hanitijo Soemitro,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Graha
Indonesia,Jakarta,1990,hal:28.
° Moh. Nazir,Metodologi Penelitian, Graha Indonesia,Jakarta,1998,hal:83.



12

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperolehbdhan kepustakaan
yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-kigkumen yang

ada hubungannya dengan obyek penelitian.
4. Metode Penelitian
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dipeh melalui :
a. Wawancara (Interview)
b. Studi Kepustakaan (Documentary Studies)
c. Pengamatan (Observation)
5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitntn adalah
metode analisa deskriptif kualitatif dimana datsudusun sebagai hasil
penelitian yang kemudian diadakan analisa, dataishaiproses terlebih
dahulu seperti yang terkumpul dalam metode penglanpdata. Adapun

tahapannya adalah sebagai berikut :
a. Pemrosesan dan penyusunan data dalam satteamu
b. Pengkategorian data

c. Pemeriksaan data untuk memeriksa keabsalan da



E. SISTEMATIKA PENULISAN
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A.
B.
C.
D

E.

Latar Belakang Masalah
Perumusan Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian

. Metode Penelitian

Sistematika Penulisan

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A.

Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

2. Unsur-Unsur Kredit

3. Fungsi Kredit

4. Jenis-Jenis Kredit

5. Dasar Hukum Perkreditan

6. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kredit

7. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit

. Tinjauan Tentang Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggn

1. Pengertian Jaminan Kredit

2. Jenis-Jenis Jaminan

3. Bentuk Pengikatan Jaminan
4. Pengertian Hak Tangggungan
5. Asas-Asas Hak Tanggungan

6. Obyek Hak Tangggungan

13
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7. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
8. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
9. Proses Pembebanan Hak Tanggungan
10. Eksekusi Hak Tanggungan
BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Tentang Bank Tabungan Negara (BTN)
B. Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak
tanggungan
C. Hambatan-hambatan dalam pemberian kredit dengan
jaminan hak tanggungan
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran



